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ABSTRAK 
Dalam Penyediaan barang dan jasa khususnya pada sektor publik atau pemerintah, adanya tata pemerintahan 
yang baik dan bersih merupakan suatu keharusan. Untuk melaksanakan tata pemerintahan yang baik atau good 
governance Pemerintah menerapkan prinsip akuntabilitas dan memberdayakan sumber daya dibidang 
pengadaan barang dan jasa beserta aparatur yang melakukan audit atau pengawasan. Kinerja organisasi 
pemerintah khususnya dalam pengadaan barang atau jasa pada sektor publik atau pemerintah sudah saatnya 
lebih mendapatkan prioritas untuk diperhatikan yang salah satunya melalui kewenangan dan kegiatan 
pengawasan yang tepat tujuan dan sasaran dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).Kegiatan 
pengadaan barang/jasa pemerintah kerap kali dijadikan momentum untuk mendapatkan keuntungan dengan 
menyalahgunakan wewenang yang berujung pada korupsi.Dalam penerapan good governance pada pengadaan 
barang/jasa pemerintah maka yang perlu ditelusuri adalah bagaimana aspek hukum pengadaan barang dan 
jasa yang menimbulkan kerugian negara dan bagaimana peran dan wewenang APIP dalam pencegahan tindak 
pidana korupsi di bidang penyediaan barang dan jasa. Pada akhirnya melalui kewenangan APIP diharapkan 
harus lebih berperan didalam pencegahan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. 
Kata kunci : Penyediaan barang dan jasa, Korupsi, Good Governance 
 
I. PENDAHULUAN 
Kata “good” dalam istilah “good governance” yang secara etimologi berarti “baik”, memiliki dua pengertian 
yang pertama merupakan nilai yang menjunjung tinggi kemauan rakyat serta meningkatkan  potensi rakyat dalam 
mewujudkan kemandirian yang berkeadilan sosial. Kedua merupakan bidang fungsional dari penyelenggaraan 
pemerintahan yang tepat tujuan dan sasaran serta berdaya guna didalam pelaksanaan tugasnya, sedangkan 
“governance” secara etimologi berarti “kepemerintahan” (Damai, MS, 6: 2005). 
 Para ahli administrasi Negara Indonesia ada yang mengartikan good governance secara sempit sehingga 
bermakna pemerintahan yang bersih (clean governance), ada pula yang menerjemahkannya menjadi 
penyelenggarraan pemerintahan yang amanah, tata kepemerintahan yang baik, atau pengelolaan dari governance 
yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan (Efendi, 2: 2005). 
 Pada dasarnya pemerintahan yang baik dan bersih yang disebut juga Good Governance and Clean 
Government meliputi semua bidang terkait dengan pengawasan akan kewenangan yang dimiliki Pemerintah didalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya baik melalui badan formal maupun informal. Didalam pelaksanaannya 
pemerintah harus menerapkan prinsip akuntabilitas dan mengelola sumber daya aparatur sipil negara secara baik dan 
efisien, dengan menegakkan peraturan dalam hal ini peraturan dibidang pengadaan barang dan jasa secara baik dan 
menjaga independensinya, dengan demikian pembangunan ekonomi dan sosial diantara para pelaku yang terlibat 
dalam pengadaan barang dan jasa dapat terjamin, secara adil, terbuka, profesional serta bertanggungjawab 
(Penjelasan Perpres No. 54 tahun 2010). 
 Penyediaan barang dan jasa pemerintah adalah sektor penting dari pengelolaan pemerintahan yang baik. 
Pada hakikatnya penyediaan barang dan jasa pemerintah bertujuan untuk mendapatkan barang maupun jasa dengan 
harga yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas, jumlah dan tepat waktu (http//mc-
indonesia.blogspot.com/p/governance-reformasi-pe-ngadaan.html, diakses 8 Januari 2019). 
 Pada era reformasi di Indonesia, penyediaan barang dan jasa pemerintah yang pembiayaannya berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), 
diperlukan penerapan yang lebih tepat sasaran dan berdaya guna, dengan memprioritaskan etika persaingan usaha 
yang sehat, keterbukaan dan tidak memihak. Pada kenyataannya pelaksanaan penyediaan barang dan jasa 
pemerintah, kerap kali tidak sesuai dan menyimpang dari prosedur,peraturan  penyediaan atau pengadaan barang 
dan jasa yang berlaku. 
 Untuk menjaga pemakaian anggaran negara yang tepat sasaran dan berdaya guna yang dikeluarkan melalui 
pengadaan barang maupun jasa pemerintah, dibutuhkan kemampuan untuk mewujudkan transparansi, 
pertanggungjawaban, serta etika persaingan usaha yang sehat pada tahap-tahap penyediaan barang maupun jasa 
pemerintah yang pembiayaannya dari APBN/APBD, dengan tujuan mendapatkan barang dan jasa yang baik dan 
ekonomis, dan bisa dipertanggungjawabkan baik dari kualitas barang, dari segi pengeluaran biayanya, ataupun 
kegunaannya bagi tugas Pemerintah didalam melaksanakan pelayanan publik (Penjelasan Perpres No. 54 tahun 
2010). 
 Modus operandi perkara tindak pidana korupsi yang paling sering terjadi adalah pada penyediaan barang 
dan jasa, yakni yang dilakukan melalui penggelembungan harga atau “mark up”, hal ini diutarakan oleh Pimpinan 
Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarif. Oleh karenanya diperlukan Unit Layanan Pengadaan 
(ULP) yang mandiri dan profesional” (http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/kpk-modus-korupsi-terbanyak-
pengadaan-barang-jasa, diakses 10 Januari 2019) 
 Upaya Pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance dengan 
memprioritaskan pemberantasan korupsi, kolusi dan juga nepotisme, tentunya prestasi pelaksanaan organisasi dari 
pemerintah, terutama yang berkontribusi pada penyediaan barang atau jasa, merupakan hal penting untuk diperbaiki 
lagi, yang salah satunya lewat sistem audit yang tepat tujuan, hal ini dapat dilakukan dengan peran dan kewenangan 
Aparat pengawas Intern Pemerintah (APIP). Tujuan dibentuknya APIP merupakan perwujudan dari isi Pasal 58 
Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban di dalam penyelenggaraan keuangan negara. 
 Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang 
dimaksud dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah merupakan aparat yang bertugas melaksanakan pengawasan 
melalui audit, reviu, kaji ulang atau evaluasi, pemantauan dan melakukan pengawasan lain pada pelaksanaan tugas 
dan fungsi pemerintah. (Pasal 1 angka 1 Perpres No. 16 Tahun 2018) 
 
II. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan uraian diatas maka melalui penelitian ini, peneliti hendak mengupas lebih dalam mengenai peran dari 
Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi di bidang penyediaan barang dan jasa, 
yang tercakup dalam permasalahan :  
1. Bagaimana aspek hukum pengadaan barang dan jasa yang menimbulkan kerugian negara ?  
2. Bagimana peran dan wewenang APIP dalam pencegahan perbuatan pidana korupsi pada aspek penyediaan 
barang maupun jasa disektor publik untuk mewujudkan Good Governance ? 
 
III.   METODE PENELITIAN 
 Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, sifat penelitian bersifat 
deskriptif. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dianalisis secara mendalam 
dan lebih ditekankan pada isi kualitas dari isi data. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. 
(Soekanto, 4: 1986). 
 
IV.  PEMBAHASAN 
A. Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa 
 
  Istilah “pengadaan barang dan jasa” (procurement) sebagaimana dalam Hanbook Curbing Corruption in 
Public Procurement – Transparency International pengertiannya meliputi langkah-langkah mulai langkah awal 
perencanaan, persiapan pengadaan, penetapan dan penyelenggaraan tender untuk penyediaan barang, ruang lingkup 
pekerjaan atau jasa lainnya, menentukan hubungan pekerjaan sebagai rekanan sampai pada penyelenggaraan 
pekerjaan pada penyediaan barang dan jasa (Transparency International,14). 
Secara yuridis, rumusan pengertian pengadaan barang dan jasa sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 
Peraturan Presiden (Perpres) No.16 Tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, maka Pengadaan 
barang dan jasa merupakan pelaksanaan pengadaan barang/jasa oleh Kemennterian/Lembaga/Perangkat Daerah 
yang pembiayaannya dari APBN/APBD yang tahapannya dimulai dari sejak penentuan kebutuhan, sampai dengan 
serah terima hasil pekerjaan (Pasal 1 angka 1 Perpres No.16 Tahun 2018). Pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang 
diatur di dalam perpres No. 16 Tahun 2018 terdiri atas (Pasal 8 Perpres No.16 Tahun 2018) :  
a. Pihak Pengguna Anggaran  
b. Pihak Kuasa Pengguna Anggaran 
c. Pihak Pejabat Pembuat Komitmen  
d. Pejabat dibidang Pengadaan 
e. Pokja Pemilihan 
f. Agen Pengadaan 
g. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerrjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) 
h. Penyelenggara Swakelola dan 
i. Penyedia 
Perpres No. 54 / 2010 mengenai  Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (sekarang diperbaharui dengan 
Perpres No.16 tahun 2018) yang dimaksud dengan Pengadaan adalah  Pengadaan Barang maupun jasa yang meliputi 
kegiatan untuk mendapatkan barang maupun jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 
Daerah/Institusi lainnya (K/L/D/I) yang tahapannya sejak  dari perencanaan keperluan sampai dengan penyelesaian 
seluruh kegiatan untuk mendapatkan barang maupun jasa (Pasal 1 angka 1 Perpres No.54 tahun 2010). 
Tahapan Penyediaan barang dan jasa menurut Adrian Sutedi ada 15 (lima belas) tahap pengadaan barang 
dan jasa, yaitu (Sutedi, 190-215 : 2008) :  
1. Tahap Perencanaan Pengadaan; 
2. Tahap Pembentukan Panitia; 
3. Tahap Prakualifikasi Peserta; 
4. Tahap Penyusunan Dokumen Tender; 
5. Tahap Pengumuman Tender; 
6. Tahap Pengambilan Dokumen Tender; 
7. Tahap Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); 
8. Tahap Penjelasan Tender (Aanwijzing); 
9. Tahap Penyerahan Penawaran dan Pembukaan Penawaran; 
10. Tahap Evaluasi Penawaran; 
11. Tahap Pengumuman Calon Pemenang; 
12. Tahap Sanggahan Peserta Lelang; 
13. Tahap Penunjukan Pemenang; 
14. Tahap Penandatanganan Kontrak; 
15. Tahap Penyerahan Barang ataupun Jasa; 
Pada dasarnya pengadaan barang dan jasa adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang dimulai 
oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) guna memperoleh barang maupun jasa yang dibutuhkan, dengan cara dan 
tahapan tertentu, untuk terwujudnya kesepakatan tentang harganya, waktu pelaksanaan dan kualitas mutu dari 
barang dan jasa tersebut, supaya maksud dari penyediaan barang dan jasa dapat diselenggarakan dengan sebaik-
baiknya, para pihak yang terlibat didalam pengadaan, yaitu PPK dan penyedia barang maupun jasa, dituntut untuk 
selalu berpedoman pada prosedur dan peraturan-peraturan hukum dibidang pengadaan barang maupun jasa 
(Amiruddin, 47: 2010).  
Pada tiap tahapan pada pengadaan barang dan jasa dapat digolongkan menjadi  3 (tiga) bidang hukum yang 
berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yakni meliputi: bidang hukum administrasi negara, 
bidang hukum perdata, dan bidang hukum  pidana. Setiap kegiatan pada tahap tertentu akan melakukan hubungan 
hukum tertentu yang tunduk pada ranah hukum tertentu pula. Apabila kegiatan pada tiap-tiap tahap pengadaan 
barang maupun jasa terjadi rekayasa kenaikan harga atau mark up, perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme, praktek 
suap kepada aparatur sipil negara dalam hal ini pejabat pengadaan barang dan jasa, perbuatan melanggar hukum atau 
penyalahgunaan kewenangan, maka yang demikian itu merupakan ranah hukum pidana.  
 Pengelolaan keuangan yang menjadi anggaran penyediaan barang dan jasa  pemerintah adalah salah satu 
sektor yang harus diwaspadai terhadap terjadinya penyimpangann, dan apabila diketemukan atau didapatkan, hal ini 
berimbas terhadap para penggunanya tidak terkecuali para penyedia barang/jasa yang melayani kebutuhan dalam 
proyek pemerintahan, walaupun didalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (sekarang Peraturan presiden 
Nomor 16 Tahun 2018) mengharuskan pelaksanaan e-procurement yang mempunyai kelebihan cepat, murah, 
transparan, serta bebas intervensi mutatis mutandis tetap saja rawann akan korupsi (Arsyad dan Karisma, 11: 2018). 
 Prinsip Pengadaan barang/jasa berdasarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah 
dilakukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 
22-23: 2011): 
1) Keterbukaan atau transparansi. 
2) Tidak memihak atau keadilan. 
3) Akuntabilitas atau dapat dipertanggung jawabkan. 
4) Tepat sasaran dan tujuan atau efektif. 
5) Berdaya guna atau efisien. 
6) Menerapkan prinsip kehati-hatian. 
7) Prinsip tidak bergantung atau mandiri. 
8) Prinsip Integritas. 
9) Pemerintahan dengan manajemen yang baik (Good corporate governance).  
Dari prinsip dasar dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dirumuskan diatas 
menjadi sarana kontrol sekaligus sebagai sarana bagi setiap panitia pengadaan barang/jasa pemerintah untuk 
bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Berdasarkann hal tersebut, seluruh peraturan dan 
keterangan, baik yang bersifat teknis maupun yang bersifat administrasi termasuk proses pemantauan, hasil dari 
pemantauan, dan keputusan terhadap penyedia barang maupun jasa haruslah bersifat transparan atau terbuka bagi 
para peserta penyedia barang maupun jasa yang ikut didalam tender, tidak boleh bertindak pilih kasih dalam 
memberikan pelayanan kepada para penyedia barang/jasa serta harus menghindari adanya upaya-upaya KKN dari 
pihak-pihak lain dengan maksud untuk memberikan sesuatu baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat 
mempengaruhi integritas, netralitas, objektivitas, profesionalitas panitia pengadaan barang maupun jasa pemerintah 
yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada sektor pengelolaan keuangan negara (Arsyad dan Karisma, 36-39: 
2018). 
Untuk menjamin terselenggaranya akuntabilitas terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah 
disyaratkan adanya keterbukaan dengan menyampaikan perlakuan yang adil tidak diskriminasi terhadap setiap 
penyedia barang maupun jasa yang ikut serta didalam tender sebagai bentuk kesungguhann serta tanggung jawab 
panitia dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah agar dapat berjalan efektif dan efisien. 
Untuk mencegah adanya permasalahan hukum di kemudian hari, maka panitia wajib menggunakan prinsip kehati-
hatian, memperteguh kemandirian dengan cara menghindari adanya upaya-upaya pihak lain untuk mempengaruhi 
arrah keputusan panitia dalam memutuskan pemenang lelang. Hal ini sebagai wujud adanya integritas panitia selaku 
aparat birokrat dalam menciptakan suasana good corporate governance.   
 Penyelewengan keuangan negara saat ini semakin menjadi terutama korupsi dalam penyediaan barang 
maupun jasa pemerintah. Penyediaan barang maupun jasa ini ditandai dengan didirikannya bangunan-bangunan 
baru, dalam bentuk misalnya seperti rumah sakit, bangunan perkantoran, alat-alat tulis kantor, sampai pada 
pembelajaran pelatihan bahasa Inggris yang diselenggarkan di sebuah lembaga atau institusi pemerintah. Kegiatan 
penyediaan barang maupun jasa pemerintah yang dikelola dan dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah kerap 
kali dijadikan sebagai momentum untuk mendapatkan keuntungan dengan modus menyalahgunakann wewenang 
(detounement de pouovoir), jabatan, atau kedudukan yang dimiliki oleh pejabat, panitia selaku penyelenggara negara 
yang berujung pada korupsi, mereka dengan sengaja melakukan mark up dan memanipulasi anggaran dengan 
berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melawan hukum (Yahya dan Susanti, 3: 2012). 
B. Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Menimbulkan Kerugian Negara Karena Perbuatan Korupsi  
Perbuatan atau Tindak Pidana Korupsi merupakan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri maupun 
orang lain maupun suatu badan korporasi atau perusahaan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan ataupun 
perekonomian negara. Korupsi disebabkan karena penyalahgunaann kewenangan,  penyalahgunaan posisi jabatan 
maupun kedudukan, yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan negara. Sektor Pengadaan barang maupun 
jasa umumnya berkaitan dengan jumlah uang yang besar, sehingga pengadaan barang maupun jasa harus selalu 
diwaspadai akan bahaya korupsi. Perjanjian pengadaan barang maupun jasa pada umummnya berhubungan dengan  
uang yang berjumlah besar dan mengikutsertakan orang yang berada pada jajaran pemerintahan dan orang luar 
pemerintah dengan menggunakan nama dan kedudukan (Sutedi, 124: 2008). 
 Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka perbuatan menerima hadiah, fee atau 
komisi, mengumpulkan dana, dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan korupsi. Pada ketentuan yang dimuat didalam 
Bab II undang-undang tindak pidana korupsi, terdapat 19 (sembilan belas) pasal beberapa perbuatan yang bisa 
diklasifikasikan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi. 
a. Perbuatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara (Pasal 2 dan 3); 
b. Perbuatan melakukan suap kepada aparatur pegawai negeri sipil (Pasal 5); 
c. Perbuatan melakukan suap kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan (Pasal 6); 
d. Pemborong yang melakukan kecurangan (Pasal 7); 
e. Pegawai negeri sipil yang melakukan penggelapan uang ataupun surat berharga milik negara (Pasal 8); 
f. Pegawai negeri sipil yang melakukan pemalsuan buku-buku (Pasal 9); 
g. Pegawai negeri sipil atau Hakim yang menerima perbuatan suap (Pasal 11 dan 12); 
h. Pegawai negeri sipil maupun penyelenggara negara yang menerima perbuatan gratifikasi atau pemberian yang 
meliputi barang, diskon, fee atau komisi, tiket perjalanan, akomodasi, dan seterusnya (Pasal 12 A) 
C. Modus Operandi Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
 Dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah, korupsi menurut tipologi yang dikemukakan oleh Alatas, yang 
dikutip oleh Caerudin, adalah dalam hal-hal berikut ini (Chaerudin, dkk, 3: 2008) : 
a. Korupsi transaktif, misalnya telah terjadi kesepakatan antara calon rekanan dan oknum panitia pengadaan 
barang/jasa pemmerintah atas pembagian keuntungan yang nantinya akan diperoleh setelah pengadaan 
barang/jasa selesai dilaksanakan. 
b. Korupsi ekstortif, misalnya oknum panitia pengadaan merelokasi tempat penyerahan dokumen penawaran, jika 
peserta lelang ingin mengetahui secara pasti alamat penyerahan dokumen, oknum panitia akan meminta peserta 
memberikan “imbalan” atas informasi yang akan diberikann, dengan syarat agar informasi tersebut tidak 
disebarluaskan kepada peserta lain. Jika peserta tersebut tidak mau, maka akan dimasukkan daftar hitam peserta 
lelang yang nantinya perusahaan peserta tidak dapat mengikuti lelang yang akan diadakan pemerintah 
selanjutnya. 
c. Korupsi investif, calon peserta lelang memberikan tawaran kepada panitia lelang agar mau memenangkann 
peserta lelang dengan memberikan sejumlah imbalan. 
d. Korupsi nepotistik, misalnya oknum panitia pengadaan atau pejabat pemerintah hanya akan memberikan proyek 
pengadaan barang/jasa kepada orang-orang terdekatnya.  
e. Korupsi otogenik, misalnya oknum panitia pengadaan memberikan informasi yang seharusnya tidak boleh 
disebarluaskan kepada publik sebelum waktu yang ditentukan. Oknum panitia memberikan bocoran informasi 
kepada calon peserta yang telah berkolusi dengan oknum panitia terkait dengan proses lelang. 
f. Korupsi supportif, misalnya oknum panitia memberikan kemudahan bagi peserta yang telah diajak bekerja sama 
untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam proses lelang. Persyaratan yang tidak lengkap, namun peserta 
lolos dalam kualifikasi merupakan bentuk perlindungan dari oknum panitia pengadaan kepada peserta lelang 
yang telah berkolusi. 
g. Korupsi defensif, misalnya oknum panitia meminta sejumlah uang kepada peserta lelang dengan menyatakan 
merupakan bagian dari proses lelang. Hal ini termasuk dalam penipuan dan pemerasan yang dilakukan secara 
halus oleh panitia pengadaan barang/jasa.  
Contoh berbagai penyelewengan dalam pengadaan barang dan jasa publik,yakni Sutedi, 180: 2008) : 
1. Lelang yang diselenggarakan secara tertutup. Walaupun sepertinya lelang dilaksakana secara terbuka, akan tetapi 
didalam metode pelaksanaannya bisa dilakukan secara “tertutup”, yang mana kualifikasi tender telah ditujukkan 
kepada penyedia barang maupun jasa yang dituju. 
2. Penggelembungan Harga. Harga yang diberikan sepatutnya merupakan perkiraan harga untuk ditawarkan, 
berlandaskan pada penjelasan proses pengadaan, akan tetapi harga direkayasa, hal ini dapat dilakukan baik oleh 
penyedia barang atau jasa dan dapat juga penggelembungan harga dilakukan oleh pejabat publik pada sektor 
pengadaan, dengan tujuan mendapatkan peningkatan keuntungan.  
3. Tidak berdaya guna disebabkan melakukan perencanaan yang buruk. Ditahap perencanaan pekerjaan, dengan 
sengaja dilakukan dengan karakteristik yang diperkirakan dapat terjadi kerusakan dalam tempo lebih cepat. Hal 
ini dilakukan oleh penyedia barang atau jasa dengan tujuan ada tender yang baru, yang bermuara pada 
penggunaan keuangan negara yang lebih besar. 
4. Praktek Suap. Pada umunya dilakukan pada tahap sebelum proses tender, yang kemudian sengaja ditetapkan 
pemenangnya kepada salah satu penyedia. Ini bisa berupa, contohnya, sebuah pembayaran yang ilegal, seperti 
hadiah atau “success fee”. 
 Berdasarkan Pasal 3 Perpres Nomor  54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang 
kemudian diperbaharui dengan Perpres Nomor 35 tahun 2011 yang kemudian diperbaharui dengan Perpres Nomor 
70 Tahun 2012 yang kemudian diperbaharui dengan  Perpres Nomor  172 tahun 2014 yang diperbaharui dengan 
Perpres Nomor  4 tahun 2015, disebutkan bahwa “Pengadaan barang/jasa dilakukan melalui swakelola dan/atau 
pemilihan penyedia barang/jasa”. Pada umumnya kegiatan pengadaan barang/jasa yang melibatkan rekanan 
(penyedia barang/jasa) lebih berpotensi menimbulkan terjadinya perbuatan korupsi daripada kegiatan penyediaan 
barang maupun jasa yang dilakukan secara swakelola. Contohnya adalah (Arsyad dan Karisma, 353: 2018) : 
1. Persekongkolan antara panitia dengan peserta lelang untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang; 
2. Persekongkolan antara pengawas pekerjaan dengan kontraktor/penyedia barang/jasa; 
3. Mark up (penggelembungan harga); 
4. Proses dan/atau dokumen lelang yang sengaja dibuat untuk menguntungkan penyedia barang/jasa tertentu; 
5. Penunjukan langsung tidak sesuai dengan ketentuan; 
6. Menghindari denda keterlambatan yang diatur dalam kontrak; 
7. Jaminan penawaran dan/atau jaminan pelaksanaan fiktif; 
8. Pengadaan barang/jasa fiktif; 
9. Pemenang tender mensubkontrakkan seluruh pekerjaan utamanya kepada pihak ketiga; 
10. Berita acara penerimaan barang dibuat sesuai spesifikasi dalam kontrak, namun ternyata barang yang diserahkan 
berbeda spesifikasinya lebih rendah. 
Temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI terhadap adanya penyalahgunaan dalam penyediaan barang 
maupun jasa pada sektor publik di zaman reformasi berakhir karena kurangnya transparansi dan kurangnya 
pertanggungjawaban dalam mengelola anggaran dari negara. Demikian  pula pada tahap-tahap penyediaan barang 
atau jasa. Penetapan dan dalam memastikan nilai barang atau jasa, bantuan, spesifikaasi, dan taksiran dituntut untuk 
terbuka, tepat sasaran, berdaya guna, dan dapat dipertanggungjawabkan. 
Data rekapitulasi dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2012, BPK mengungkapkan 
adanya penyimpangan atas peraturan perundang-undangan. Penyimpangan atas peraturan perundang-undangan 
tersebut menyebabkan adanya kerugian keuangan negara atau daerah, kemungkinan daripada kehilangan keuangan 
negara atau kurangnya penerimaan negara atau daerah dikarenakan adanya penyimpangan manajemen, 
keteidakhematan, tidak berdaya guna dan tidak tepat sasaran (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 14: 
2012). 
 Berdasarkan Laporan dari LKPP, perkara penyediaan barang atau jasa yang mengakibatkan kehilangan 
keuangan negara ada tujuh, yaitu penyediaan barang atau jasa yang direkayasa; penyedia barang ataupun jasa tidak 
merampungkan proyek; barang maupun jasa tidak sesuai dengan yang disyaratkan; kurangnya jumlah barang atau 
jasa; pembayaran yang melebihi; penggelembungan harga; serta pembelian barang ataupun jasa yang tidak mentaati 
pada apa yang telah ditetapkan ataupun lebih dari yang ditetapkan berikut (Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, 88-89: 2011). 
D. Peran dan Wewenang APIP dalam Pencagahan Perbuatan Korupsi Pada Penyediaan Barang Atau Jasa 
Untuk Mewujudkan Good Governance 
 Asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia, diantaranya tertuang pada 
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme, pada Pasal 1 angka 6 yang menentukan sebagai berikut : 
“Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan 
norma hukum, untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme.” 
 Prinsip-prinsip good governance secara lebih rinci dikemukakan oleh Bappenas, minimal ada 14 (empat 
belas) kaidah yang menjadi pedoman didalam pelaksanaan  pemerintahan yang baik yaitu; visionary (artinya 
berpandangan kedepan), opennes & transparency (didalam manajemen pemerintahan diharuskan terbuka), 
participation (partisipasi masyarakat), accountability (pertanggungjawaban), rule of law (supremasi hukum), 
democracy (demokrasi), professionalism & competency (profesionalisme & kompetensi), responsiveness (daya 
tanggap), efficiency & effectiveness (efisiensi & efektifitas), dezentralization (desentralisasi), private sector & civil 
society partnership (kemitraan dengan dunia usaha & masyarakat), commitment to reduce inequality (komitmen 
pada pengurangan kesenjangan), commitment environmental protection (komitmen pada lingkungan hidup), 
commitment to fair market (komitmen pada pasar yang fair) (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan 
Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 12: 2007). 
 Penerapan good governance pada instrumen Penyediaan barang atau jasa pada Pemerintah dapat ditemukan 
pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 mengenai Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah pada Pasal 6 yang 
memuat: “Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. 
Terbuka; e. Bersaing; f. Adil; dan g. Akuntabel.” (sebelumnya Pasal 5 Perpres No. 54 tahun 2010). 
 Pada kenyataannya regulasi tentang pelaksanaan didalam penyelenggaraan penyediaan barang atau jasa 
pemerintah, kerap kali tidak dilakukan sebagaimana tata cara dan regulasi yang benar oleh para pelaku atau para 
pihak yang terlibat didalam penyediaan barang atau jasa, sehingga menyebabkan timbulnya ketidaksesuaian pada 
penyelenggaraan penyediaan barang atau jasa pemerintah. Melihat maraknya kasus-kasus tindak pidana korupsi di 
bidang pengadaan barang/jasa pemerintah membuat kita bertanya-tanya adakah peran yang optimal dari Aparat 
Pengawas Intern pemerintah (APIP) pada Proses Penyediaan barang atau jasa Pemerintah. 
 Pada Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Pasal 1 angka 22 yang dimaksud dengan Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP) adalah “Aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, 
dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.” (Sebelumnya Pasal 1 
angka 11 Perpres No. 54 Tahun 2010). Pembuatan organisasi APIP merupakan mandat dari Pasal 58 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara yang menentukan sebagai berikut : “Dalam rangka 
meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala 
Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara 
menyeluruh.” 
 Pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
(SPIP), Pasal 48 menyebutkan “APIP melakukan pengawasan intern melalui: a.audit; b. reviu; c. evaluasi; d. 
Pemantauan; dan e. Kegiatan pengawasan lainnya.” Siapa saja yang dimaksud APIP tersebut, terdapat pada Pasal 
49 ayat (1) PP No. 60 tahun 2008, yaitu: “Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 48 ayat (1) terdiri atas : a. BPKP; b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional 
melaksanakan pengawasan intern; c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/Kota.”  
 Didalam Perpres No. 54 tahun 2010, diatur mengenai kewenangan APIP untuk menerima pengaduan dari 
masyarakat yang menemukan indikasi penyimpangan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 117 ayat 
(1) dan (2), yang mengatur sebagai berikut : “(1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan 
indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau 
pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa. (2) 
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau 
LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.”  
 Kewenangan APIP diperluas di dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan Pada Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) APIP dapat mengawasi penyalahgunaan wewenang oleh 
badan/pejabat pemerintahan dan menentukan kerugian negara yang timbul karena kesalahan administratif. Lalu 
dengan perangkat dan kewenangan yang luas pada APIP, bagaimana peran APIP dalam pencegahan Tindak Pidana 
Korupsi dibidang Penyediaan Barang atau Jasa Pemerintah, rupanya APIP belum bisa banyak terlibat, hal ini 
sebagaimana diutarakan Agus Rahardjo sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, menurutnya tidak ditemukan 
APIP berperan guna mengurangi adanya perbuatan korupsi di wilayah pemerintah sejauh ini. Dikarenakan, adanya 
masukan yang sampai pada KPK mengenai korupsi belum terdapat yang asalnya dari APIP dan telah berlangsung 
lama APIP tidak dirasakan keterlibatannya yang total dan bersungguh-sungguh (http//p3i.or.id/apip-sebagai 
pengawal-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/, diakses 12 Januari 2019). 
 Kenyataan mengenai kurangnya keterlibatan APIP yang ada di daerah-daerah juga dapat diketahui lewat 
keterangan dari lembaga Ombudsman RI, pada periode tahun 2015 dan 2016 yakni yang terdapat di lingkungan 
pemerintah di daerah, telah menduduki peringkat tertinggi jumlah pengaduan yang diterima Ombudsman RI, hal ini 
yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan di daerah. 
 Sebagaimana yang terdapat didalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor  60 tahun 2008 
mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan APIP dituntut melaksanakan kontrol penjagaan 
internal terhadap pelaksanaan kewajiban serta peran Institusi Pemerintah yang meliputi pertanggungjawaban 
pengelolaan anggaran negara. Kontrol yang bersifat internal ini meliputi tahapan memeriksa, meninjau, menilai, 
pengamatan, pada kewajiban dan peran dari institusi pemerintah dengan tujuan untuk menyampaikan setiap tahapan 
dan pelaksanaan penyelenggaraan dan pengelolaan anggaran negara sudah dilakukan sesuai dengan prosedur, 
peraturan, pedoman dan prinsip yang telah ditentukan yang tepat sasaran dan berdaya guna, sehingga tercapai penata 
kelolaan pemerintahan secara baik (good governance). 
 Peran dan kontribusi dari Aparat Pengawas Intern pada pelaksanaan penyediaan barang maupun jasa 
pemerintah, sifatnya sangat menentukan, sebab dapat menemukan dan menyampaikan perbaikan tentang adanya 
ketidaksesuaian penyelenggaraan penyediaan mulai tahap awal penyediaan barang atau jasa. Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah diharapkan mengikuti seluruh tahapan sejak dari tahap merencanakan, mempersiapkan, 
melaksanakan sampai pada serah terima kegiatan penyediaan barang atau jasa pemerintah. Menyadari tujuan 
tersebut, maka Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus menguasai dan memahami segala regulasi dibidang 
penyediaan barang atau jasa pemerintah. 
 Sejalan dengan ketentuan pada Pasal 59 PP Nomor 60 tahun 2008, BPKP yakni badan yang bertugas 
melaksanakan bimbingan terlaksananya ketata pemerintahan yang baik (good governance), sudah menerbitkan 
acuan prinsip pemeriksaan atau audit yaitu “Manual Probity Audit Mengenai Penyediaan Barang dan Jasa” melalui 
Peraturan BPKP Nomor : PER-362/K/D4/2012 pada tanggal 9 April 2012. Maksud dikeluarnya Manual ini adalah 
untuk memajukan budi pekerti dalam melakukan bantuan dan dukungan kepada masyarakat lewat validitas 
kesimpulan keteraangan pemeriksaan terhadap kegiatan penyediaan barang ataupun jasa. 
 APIP harus berperan sebagai early warning terhadap tahap-tahap penyediaan barang atau jasa, sejak tahap 
dari perencanaan untuk mempersiapkan, pelaksanaan hingga penyerahan pekerjaan dalam Pengadaan barang/jasa 
pemerintah, sehingga kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi dapat dicegah, hal ini sejalan dengan 
apa yang telah ditentukan pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 mengenai Pembinaan 
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Aparat Pengawas Intern Pemerintah 
melakukan pemantauan pelaksanaan pemerintahan daerah yang berlandaskan pada pedoman-pedoman kompeten, 
terbuka, konkret serta berpandangan untuk pembenahan serta peringatan awal. 
 Berdasarkan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Perpres No. 16 tahun 2018 sebagai 
implementasi good governance dalam proses pengadaan barang/jasa, maka pelaku dibidang penyediaan barang atau 
jasa pemerintah khususnya pejabat pengadaan barang/jasa, diharapkan sejak awal pengadaan dapat berhubungan 
dengan APIP, untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.  
 Dengan dilakukannya Kerjasama antara Mendagri dengan APIP dan APH, diharapkan APIP dapat berperan 
optimal dalam menindak lanjuti laporan dugaan tindak pidana korupsi yang dilengkapi dengan bukti-bukti 
permulaan/pendukung berupa dokumen yang jelas (https://m.nerdeka.com/peristiwa/mendagri-lakukan-perjanjian-
kerja-sama-dengan-apip-dan-aph-terkait-indikasi-korupsi.html
, 
diakses 12 Januari 2019). Ini merupakan bentuk 
dukungan dari Pemerintah beserta Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan untuk saling bersinergi 
dengan APIP mewujudkan good governance dalam mencegah dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan dari 
masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi pada penyediaan barang atau jasa pemerintah. 
 
V. SIMPULAN 
1. Untuk menjamin terselenggaranya akuntabilitas terhadap kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah disyaratkan 
adanya keterbukaan dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap semua penyedia barang/jasa sebagai 
bentuk kesungguhan dan tanggung jawab panitia dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa 
pemrintah agar dapat berjalan efektif dan efisien. Untuk mencegah adanya permasalahan hukum di kemudian 
hari, maka panitia wajib menggunakan prinsip kehati-hatian, memperteguh kemandirian dengan cara 
menghindari adanya upaya pihak lain untuk memengaruhi arah keputusan panitia dalam memutuskan pemenang 
lelang. Hal ini sebagai wujud adanya integritas panitia selaku aparat birokrat dalam menciptakan good corporate 
governance. 
2. Kegiatan pengadaan barang/jasa yang melibatkan rekanan (penyedia barang/jasa) yang berpotensi menimbulkan 
terjadinya tindak pidana korupsi misalnya; Persekongkolan antara panitia dengan peserta lelang untuk mengatur 
pemenang lelang; Mark up (penggelembungan harga); Proses dan/atau dokumen lelang sengaja dibuat untuk 
menguntungkan penyedia barang/jasa tertentu; penunjukkan langsung tidak sesuai ketentuan; Pengadaan 
barang/jasa fiktif; berita acara penerimaan barang dibuat sesuai spesifikasi dalam kontrak, namun ternyata 
barang yang diserahkan berbeda spesifikasinya lebih rendah. 
3.  Peran dan kontribusi  dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada kegiatan penyediaan barang atau jasa 
pemerintah  merupakan hal yang penting dan diharapkan dapat menemukan dan menyampaikan perbaikan atas 
ketidaksesuaian penyediaan barang atau jasa dari tahap awal. Aparat Pengawas Intern dituntut mengikuti 
kegiatan pada tahapan perencanaan, penyediaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai pada serah terima 
seluruh kegiatan pada Penyediaan barang atau jasa pemerintah. Dengan tujuan tersebut APIP harus menguasai 
dan mengerti tentang prosedur, regulasi penyediaan barang atau jasa pemerintah. 
4.  BPKP telah menerbitkan Pedoman audit yaitu Manual Probity Audit Mengenai Penyediaan Barang dan Jasa, 
diharapkan adanya Pedoman tersebut APIP dapat meningkatkan pelayanan publik, serta peran APIP dapat 
mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa dengan melakukan early warning didalam langkah-langkah 
penyediaan barang atau jasa, sejak awal dari perencanaan, pelaksanaan hingga penyerahan pekerjaan. Agar APIP 
lebih memahami audit di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat dilengkapi dengan sertifikasi audit 
untuk pengadaan barang/jasa pemerintah. 
5.  Pemerintah Daerah setempat dapat menganggarkan untuk pengadaan audit oleh APIP pada proyek-proyek 
strategis, agar APIP dapat melakukan Probity Audit.  APIP harus lebih berperan proaktif dan menindaklanjuti 
terhadap pengaduan masyarakat akan dugaan terjadinya penyimpangan ataupun dugaan korupsi pada pengadaan 
barang/jasa pemerintah, yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung yang jelas. 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Buku-Buku 
 
Amiruddin. (2010). Korupsi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa, Yogyakarta: Genta Publishing. 
Arsyad, H. Jawade Hafidz. & Karisma, Dian. (2018) Sentralisasi Birokrasi Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah,  
Jakarta : Sinar Grafika. 
Chaerudin, dkk. (2008). Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Reflika 
Aditama. 
Damai, Tjahjanulin. & MS. (2005). Dari Pemerintahan ke Pemerintahan Yang Baik, Jakarta: Depdagri. 
Efendi, Sofian. (2005). Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance, Lokakarya Reformasi Birokrasi, 
Jakarta: Departemen Pemberdayaan Aparatur Negara. 
n.n. Transparency International. (2012). Curbing Corruption in Public Procurement, Handbook. Indonesia, Badan 
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012, Buku I 
Ringkasan Eksekutif, Jakarta: BPK RI. 
n.n. Transparency International, Curbing Corruption in Public Procurement, Handbook. 
Soekanto, Soerjono. (1986). Pengantar Penulisan Hukum, Jakarta: UI Press. 
Sutedi, Adrian. (2008). Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Perbagai Permasalahannya,  Jakarta: Sinar 
Grafika. 
Yahya, Marzuqi dan Susanti, Endah Fitri. (2012). Buku Pintar Pengadaan Barang & Jasa Pemerintah Sesuai 
dengan Perpres, Jakarta: Laskar Aksara. 
 
Peraturan Perundang-undangan 
 
Indonesia, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas). (2017). Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik, Jakarta: Sekretariat Tim Pengembangan 
Kebijakan Nasional. 
Indonesia, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2011). Jurnal Pengadaan (Senarai Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah). Vol. 1 No. 1, Jakarta. 
Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah. 
Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 
Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 
Indonesia, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 
Indonesia, Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 
Indonesia, Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. 
 
Internet 
 
APIP Sebagai Pengawal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Oleh : Moelyati Zamzami, S.E., M.Acc, 
diakses dari: http//p3i.or.id/apip-sebagai pengawal-pengadaan-barang-jasa-pemerintah/ 
Merdeka.com,  “Mendagri Lakukan Perjanjian Kerja Sama dengan APIP dan APH Terkait Indikasi Korupsi” 
diakses: https://m.nerdeka.com/peristiwa/mendagri-lakukan-perjanjian-kerja-sama-dengan-apip-dan-aph-
terkait-indikasi-korupsi.html 
Warta Kota, “KPK Sebut Modus Korupsi terbanyak Pengadaan Barang dan Jasa” diakses :  
http://wartakota.tribunnews.com/2018/03/07/kpk-modus-korupsi-terbanyak-pengadaan-barang-jasa 
 
